
Jurnal Multidisiplin Inovatif 
Vol 8 No. 7 Juli 2024 

eISSN: 2246-6110 
 

 

266 
 
 

PENGARUH REGULASI HUKUM PERBANKAN TERHADAP 

STABILITAS SISTEM KEUANGAN DI INDONESIA 
 

Satino Satino1, Yuliana Yuli W2, Edward Benedictus Roring3, Citraresmi Widoretno Putri4 

 satinowonogiri@gmail.com1,  yuli@upnvj.ac.id2,  2310611011@mahasiswa.upnvj.ac.id3, 

citraresmikimifira@upnvj.ac.id4  

Universitas Pembangunan Nasional ‘‘Veteran” Jakarta 

 

ABSTRAK 

Stabilitas sistem keuangan merupakan salah satu tujuan utama dari regulasi perbankan di Indonesia. 

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana regulasi hukum perbankan yang ada saat ini 

berkontribusi terhadap stabilitas sistem keuangan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode 

kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, melibatkan studi literatur dan analisis dokumen 

hukum terkait regulasi perbankan di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi yang 

ketat dan pengawasan yang efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta Bank Indonesia (BI) 

berperan penting dalam menjaga stabilitas keuangan. Namun demikian, terdapat tantangan dalam 

implementasi regulasi tersebut, seperti kepatuhan perbankan terhadap standar yang ditetapkan dan 

pengawasan yang berkelanjutan. 
Kata Kunci: Hukum Perbankan, Stabilitas Keuangan, Regulasi, OJK, Bank Indonesia. 

 

Abstract 
Financial system stability is one of the main objectives of banking regulation in Indonesia. This 

article aims to analyze how current banking legal regulations contribute to the stability of the 

financial system in Indonesia. This research uses a qualitative method with a descriptive-analytical 

approach, involving literature study and analysis of legal documents related to banking regulations 

in Indonesia. The research results show that strict regulations and effective supervision from the 

Financial Services Authority (OJK) and Bank Indonesia (BI) play an important role in maintaining 

financial stability. However, there are challenges in implementing these regulations, such as 

banking compliance with established standards and ongoing supervision. 
Keywords: Banking Law, Financial Stability, Regulation, OJK, Bank Indonesia. 

 

PEiNDAiHULUAiN 

Stabilitas sistem keuangan merupakan salah satu pilar utama dalam mendukung 

pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat. Sebagai jantung 

dari aktivitas ekonomi, sistem perbankan memainkan peran krusial dalam mengalokasikan 

sumber daya, memfasilitasi transaksi, dan menyediakan likuiditas. Oleh karena itu, 

keberlanjutan dan stabilitas sistem perbankan menjadi perhatian utama bagi pembuat 

kebijakan dan otoritas pengawas. Di Indonesia, pengalaman masa lalu menunjukkan betapa 

rentannya sistem keuangan terhadap guncangan ekonomi, baik dari dalam negeri maupun 

luar negeri. Krisis finansial Asia pada tahun 1997-1998 menjadi salah satu titik balik yang 

penting dalam sejarah regulasi perbankan di Indonesia. Pada masa itu, sistem perbankan 

mengalami tekanan yang luar biasa akibat pelarian modal, depresiasi nilai tukar, dan 

kegagalan sejumlah bank besar. Krisis ini tidak hanya mengakibatkan kerugian finansial 

yang signifikan tetapi juga menimbulkan dampak sosial dan ekonomi yang luas. 

Pengalaman pahit ini mendorong pemerintah untuk melakukan reformasi besar-besaran 

dalam sektor perbankan dan memperkuat kerangka regulasi yang ada. Undang-Undang No. 

10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang 

Perbankan Syariah menjadi landasan utama bagi regulasi perbankan di Indonesia. Kedua 

undang-undang ini mengatur berbagai aspek operasional perbankan, termasuk permodalan, 
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likuiditas, manajemen risiko, dan perlindungan nasabah. Selain itu, pembentukan Otoritas 

Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2011 melalui Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 

menandai era baru dalam pengawasan perbankan di Indonesia. OJK diberi mandat untuk 

mengawasi seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan, termasuk perbankan, guna memastikan 

stabilitas dan integritas sistem keuangan. Bank Indonesia (BI) sebagai bank sentral juga 

memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Melalui berbagai 

instrumen kebijakan moneter dan makroprudensial, BI berupaya untuk mengelola likuiditas 

sistem perbankan, mengendalikan inflasi, dan menjaga stabilitas nilai tukar. Kolaborasi 

antara BI dan OJK dalam pengawasan dan pengaturan perbankan menjadi kunci dalam 

menciptakan sistem keuangan yang stabil dan tangguh. Namun demikian, tantangan dalam 

mengimplementasikan regulasi perbankan tidaklah sedikit. Dinamika ekonomi global, 

inovasi teknologi di sektor keuangan, serta kompleksitas operasional perbankan menuntut 

adaptasi yang terus-menerus dari sisi regulasi. Kepatuhan terhadap regulasi yang ada juga 

menjadi isu penting, mengingat adanya risiko moral hazard dan praktek-praktek perbankan 

yang tidak sehat. Oleh karena itu, pengawasan yang efektif dan sanksi yang tegas menjadi 

instrumen vital dalam memastikan bahwa bank-bank beroperasi sesuai dengan prinsip-

prinsip kehati-hatian dan standar yang ditetapkan. Dalam konteks global, krisis finansial 

2008 memberikan pelajaran berharga tentang pentingnya regulasi dan pengawasan yang 

kuat. Krisis ini menunjukkan bahwa kelemahan dalam regulasi perbankan dapat 

menyebabkan keruntuhan sistem keuangan yang berdampak luas. Sebagai respon, berbagai 

negara, termasuk Indonesia, memperkuat kerangka regulasi dan memperkenalkan 

kebijakan-kebijakan baru untuk mencegah terulangnya krisis serupa. Artikel ini berusaha 

untuk mengkaji secara mendalam bagaimana regulasi hukum perbankan di Indonesia 

mempengaruhi stabilitas sistem keuangan. Dengan fokus pada peraturan-peraturan utama 

yang diterapkan oleh OJK dan BI, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi 

keberhasilan, tantangan, dan area yang memerlukan perbaikan dalam kerangka regulasi 

perbankan. Melalui analisis yang komprehensif, diharapkan dapat memberikan kontribusi 

bagi pengembangan kebijakan yang lebih baik dalam menjaga stabilitas sistem keuangan di 

Indonesia. 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

Tinjauan pustaka ini akan membahas konsep-konsep kunci, kerangka teoretis, serta 

hasil-hasil penelitian terdahulu terkait pengaruh regulasi hukum perbankan terhadap 

stabilitas sistem keuangan. Topik ini mencakup beberapa sub-bab utama: (1) stabilitas 

sistem keuangan, (2) regulasi hukum perbankan, (3) pengawasan perbankan, dan (4) studi 

empiris terkait. 

1. Stabilitas Sistem Keuangan 

Stabilitas sistem keuangan merupakan kondisi di mana sistem keuangan – yang terdiri 

dari lembaga keuangan, pasar keuangan, dan infrastruktur keuangan – mampu berfungsi 

dengan baik dan tahan terhadap guncangan internal maupun eksternal. Menurut Mishkin 

(1999), stabilitas keuangan mencerminkan kemampuan sistem keuangan dalam 

menyediakan likuiditas, memfasilitasi pembayaran, dan mendistribusikan risiko. Sistem 

keuangan yang stabil juga dapat mencegah terjadinya krisis keuangan yang dapat 

berdampak negatif pada perekonomian. 

2. Regulasi Hukum Perbankan 

Regulasi hukum perbankan adalah seperangkat aturan dan kebijakan yang dirancang 

untuk memastikan bahwa bank-bank beroperasi dengan cara yang aman dan sehat. Regulasi 

ini meliputi berbagai aspek, termasuk permodalan, likuiditas, manajemen risiko, dan 

perlindungan konsumen. Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan 
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Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah merupakan dasar hukum 

utama yang mengatur operasional perbankan di Indonesia. Menurut Goodhart (2011), 

regulasi perbankan bertujuan untuk mengurangi risiko sistemik, melindungi deposan, dan 

memastikan integritas sistem pembayaran. Regulasi yang efektif dapat mencegah terjadinya 

praktek-praktek perbankan yang berisiko tinggi dan memastikan bahwa bank memiliki 

modal yang cukup untuk menanggung kerugian potensial. 

3. Pengawasan Perbankan 

Pengawasan perbankan adalah proses pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja dan 

kepatuhan bank terhadap regulasi yang berlaku. Di Indonesia, pengawasan perbankan 

dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI). OJK bertanggung 

jawab atas pengawasan mikroprudensial, sedangkan BI mengawasi aspek makroprudensial. 

Menurut Basel Committee on Banking Supervision (BCBS, 2012), pengawasan yang efektif 

mencakup beberapa elemen kunci: penilaian terhadap profil risiko bank, pemantauan 

kepatuhan terhadap regulasi, serta tindakan korektif terhadap bank yang tidak memenuhi 

standar yang ditetapkan. Pengawasan yang baik dapat mendeteksi masalah sejak dini dan 

mencegah terjadinya krisis. 

4. Studi Empiris Terkait 

Berbagai penelitian telah dilakukan untuk mengkaji pengaruh regulasi dan 

pengawasan perbankan terhadap stabilitas sistem keuangan. Beck, Demirgüç-Kunt, dan 

Levine (2006) dalam penelitian mereka menemukan bahwa regulasi perbankan yang ketat 

dan pengawasan yang efektif berhubungan positif dengan stabilitas sistem keuangan. Studi 

ini juga menunjukkan bahwa negara-negara dengan regulasi yang lemah cenderung lebih 

rentan terhadap krisis keuangan. Arner, Barberis, dan Buckley (2016) meneliti dampak 

regulasi fintech terhadap stabilitas sistem keuangan. Mereka menemukan bahwa inovasi 

teknologi di sektor keuangan dapat meningkatkan efisiensi dan inklusi keuangan, tetapi juga 

menimbulkan risiko baru yang memerlukan regulasi yang tepat. Dalam konteks Indonesia, 

penelitian oleh Ika dan Mohamad (2011) menunjukkan bahwa penerapan Basel II dan III 

oleh bank-bank di Indonesia telah memperkuat permodalan dan manajemen risiko, sehingga 

meningkatkan stabilitas sistem keuangan. 

5. Implementasi Regulasi di Indonesia 

Implementasi regulasi perbankan di Indonesia menghadapi berbagai tantangan. 

Kusuma dan Hendrawan (2017) dalam penelitian mereka mengidentifikasi bahwa 

kepatuhan bank terhadap regulasi sering kali tidak konsisten. Faktor-faktor seperti kapasitas 

sumber daya manusia, infrastruktur teknologi, dan kompleksitas regulasi berkontribusi 

terhadap kesulitan dalam implementasi. Namun, ada juga keberhasilan yang patut dicatat. 

Misalnya, penerapan Basel III di Indonesia telah berhasil meningkatkan rasio permodalan 

bank dan memperkuat likuiditas. Selain itu, kerjasama antara OJK dan BI dalam 

pengawasan perbankan telah menunjukkan hasil positif dalam mendeteksi dan mengatasi 

potensi risiko sistemik 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data 

dikumpulkan melalui studi literatur dari berbagai sumber, termasuk jurnal ilmiah, buku, dan 

dokumen regulasi perbankan yang relevan. Analisis dilakukan terhadap peraturan-peraturan 

utama yang diterapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia(BI) serta 

dampaknya terhadap stabilitas keuangan. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Regulasi Perbankan di Indonesia 
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Indonesia memiliki kerangka regulasi perbankan yang komprehensif, yang mencakup 

berbagai undang-undang dan peraturan yang dirancang untuk memastikan operasi 

perbankan yang sehat dan stabil. Beberapa regulasi utama termasuk: 

• Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan: Mengatur aspek-aspek 

fundamental perbankan, seperti permodalan, likuiditas, dan manajemen risiko. UU ini 

juga mengatur kewenangan Bank Indonesia dalam pengawasan perbankan sebelum 

peran tersebut dialihkan ke OJK. 

• Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah: Mengatur 

operasional bank syariah, termasuk prinsip-prinsip syariah yang harus diikuti dalam 

kegiatan perbankan. 

• Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK): Berbagai peraturan terkait pengawasan, 

manajemen risiko, dan kepatuhan. Contohnya adalah peraturan terkait Basel III, yang 

mengatur rasio permodalan dan likuiditas bank. 

Pengaruh Regulasi terhadap Stabilitas Keuangan 

a. Manajemen Risiko dan Likuiditas 

Penerapan regulasi perbankan yang ketat, seperti persyaratan permodalan dan 

likuiditas yang diatur dalam Basel III, memiliki dampak signifikan terhadap stabilitas 

keuangan. Bank-bank diwajibkan untuk mempertahankan rasio permodalan yang lebih 

tinggi, yang berfungsi sebagai penyangga terhadap kerugian yang tidak terduga. Selain itu, 

persyaratan likuiditas memastikan bahwa bank memiliki aset likuid yang cukup untuk 

memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Menurut penelitian oleh Kasmir (2016), bank-

bank di Indonesia yang mematuhi persyaratan Basel III menunjukkan ketahanan yang lebih 

baik terhadap guncangan ekonomi. Studi ini menemukan bahwa bank-bank tersebut 

memiliki rasio permodalan yang lebih kuat dan likuiditas yang lebih baik, yang membantu 

mereka menghadapi krisis ekonomi global tahun 2008 dengan lebih baik dibandingkan bank 

yang tidak mematuhi standar tersebut. 

b. Pengawasan dan Kepatuhan 

Pengawasan yang efektif oleh OJK dan BI adalah kunci dalam memastikan kepatuhan 

bank terhadap regulasi. Pengawasan yang dilakukan mencakup penilaian risiko, audit, dan 

pemantauan terus-menerus terhadap kinerja bank. OJK dan BI juga memiliki kewenangan 

untuk mengambil tindakan korektif terhadap bank yang tidak mematuhi regulasi, termasuk 

sanksi administratif dan finansial. Penelitian oleh Warjiyo dan Juhro (2019) menunjukkan 

bahwa pengawasan yang ketat oleh OJK telah berhasil mengurangi risiko sistemik dalam 

sistem perbankan Indonesia. Studi ini menemukan bahwa bank-bank yang diawasi ketat 

cenderung memiliki manajemen risiko yang lebih baik dan lebih sedikit terlibat dalam 

praktek-praktek yang berisiko tinggi. 

c. Tantangan Implementasi 

Meskipun regulasi dan pengawasan yang ada telah berhasil meningkatkan stabilitas 

sistem keuangan, tantangan dalam implementasinya tetap ada. Salah satu tantangan utama 

adalah kepatuhan bank terhadap standar yang ditetapkan. Penelitian oleh Kusuma dan 

Hendrawan (2017) menemukan bahwa beberapa bank masih mengalami kesulitan dalam 

mematuhi persyaratan permodalan dan likuiditas, terutama bank-bank kecil dan menengah. 

Selain itu, kompleksitas regulasi dan perubahan yang terus-menerus dalam kebijakan global 

memerlukan adaptasi yang cepat dari bank dan otoritas pengawas. Sumber daya manusia 

dan teknologi juga menjadi faktor penting dalam memastikan implementasi yang efektif. 

Penelitian oleh Tambunan (2020) menunjukkan bahwa keterbatasan dalam sumber daya 

manusia dan teknologi pengawasan dapat menghambat efektivitas pengawasan perbankan. 

Studi Kasus: Krisis Keuangan dan Respons Regulasi 

a. Krisis Finansial 1997-1998 
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Krisis finansial Asia tahun 1997-1998 memberikan pelajaran penting tentang 

pentingnya regulasi perbankan yang kuat. Pada saat itu, banyak bank di Indonesia 

mengalami kesulitan likuiditas dan solvabilitas, yang menyebabkan runtuhnya beberapa 

bank besar. Pemerintah merespons dengan melakukan reformasi besar-besaran dalam sektor 

perbankan, termasuk restrukturisasi bank dan penguatan kerangka regulasi. Menurut studi 

oleh McLeod (2004), reformasi yang dilakukan setelah krisis membantu memperbaiki 

kesehatan sistem perbankan dan meningkatkan stabilitas keuangan. Penelitian ini 

menunjukkan bahwa permodalan bank meningkat secara signifikan dan pengawasan 

perbankan menjadi lebih ketat, yang membantu mencegah terulangnya krisis serupa. 

b. Krisis Global 2008 

Krisis finansial global tahun 2008 juga memberikan tantangan besar bagi sistem 

perbankan Indonesia. Meskipun dampaknya tidak sebesar di negara-negara Barat, krisis ini 

menyoroti pentingnya likuiditas dan manajemen risiko. Bank Indonesia dan OJK merespons 

dengan memperketat regulasi likuiditas dan memperkenalkan kebijakan-kebijakan baru 

untuk mengelola risiko sistemik. Studi oleh Nasution (2010) menemukan bahwa respons 

regulasi yang cepat dan tepat oleh BI dan OJK membantu menjaga stabilitas sistem 

keuangan selama krisis. Penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan-kebijakan seperti 

penurunan suku bunga, penyediaan likuiditas tambahan, dan pengawasan ketat terhadap 

bank-bank yang berisiko tinggi berhasil mengurangi dampak krisis terhadap ekonomi 

Indonesia. 

Kebijakan dan Rekomendasi 

Berdasarkan hasil penelitian ini, beberapa rekomendasi kebijakan dapat disampaikan 

untuk meningkatkan efektivitas regulasi dan pengawasan perbankan di Indonesia: 

• Penguatan Kapasitas Pengawasan: OJK dan BI perlu terus meningkatkan 

kapasitas pengawasan mereka melalui pelatihan dan pengembangan sumber daya 

manusia, serta investasi dalam teknologi pengawasan. 

• Kepatuhan Bank: Bank-bank perlu didorong untuk mematuhi standar regulasi 

yang ditetapkan melalui insentif dan sanksi yang lebih efektif. 

• Kerjasama Internasional: Mengingat dinamika ekonomi global, kerjasama 

dengan otoritas pengawas internasional penting untuk mengantisipasi dan 

mengelola risiko sistemik yang bersifat lintas negara. 

• Inovasi Regulasi: Regulasi perlu terus disesuaikan dengan perkembangan 

teknologi dan inovasi di sektor keuangan, seperti fintech dan digital banking, untuk 

memastikan bahwa risiko baru dapat dikelola dengan baik. 

 

KESIMPULAN 

Regulasi hukum perbankan di Indonesia telah memberikan kontribusi yang signifikan 

terhadap stabilitas sistem keuangan. Melalui penerapan persyaratan permodalan dan 

likuiditas yang ketat serta pengawasan yang efektif oleh OJK dan BI, risiko sistemik dapat 

diminimalkan. Namun, tantangan dalam implementasi regulasi tetap ada dan memerlukan 

perhatian lebih lanjut. Dengan peningkatan kapasitas pengawasan, kepatuhan yang lebih 

baik dari bank, dan inovasi regulasi yang terus-menerus, stabilitas sistem keuangan di 

Indonesia dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan. 
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